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Abstrak
 

Akta Pernyataan Keputusan Rapat (untuk selanjunya disebut Akta PKR) merupakan salah satu Akta Partij

yang berkaitan dengan Perseroan Terbatas yang memuat hasil keputusan Rapat Umum Pemegang Saham

(untuk selanjunya disebut RUPS) yang dibuat di bawah tangan dan selanjutnya dimuat dalam bentuk akta

autentik. Tesis ini membahas mengenai suatu Akta PKR yang dibuat oleh Notaris, yang berdasarkan pada

suatu Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (untuk selanjunya disebut RUPSLB) yang fiktif, dengan

kata lain RUPS tersebut tidak pernah terjadi. Rumusan masalah yang diangkat dalam tesis ini adalah

mengenai akibat hukum yang timbul dari suatu Akta PKR berdasarkan Notulen RUPSLB yang diduga fiktif

dan tanggung jawab Notaris terhadap pelaksanaan Akta PKR yang berdasarkan pada RUPSLB yang diduga

fiktif. Penelitian tesis ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian yang dilakukan bersifat preskriptif yang bermaksud untuk

menganalisis peristiwa hukum konkret sesuai dengan teori dan memberikan saran dalam mengatasi suatu

permasalahan. Kemudian, untuk simpulan dari tesis ini adalah bahwa Akta PKR yang dibuat berdasarkan

RUPSLB yang fiktif, tetap sah. Namun, tidak memiliki kekuatan hukum dan tanggung jawab Notaris

terhadap akta tersebut adalah berupa tanggung jawab administrasi, tanggung jawab perdata dan tanggung

jawab pidana. Oleh karenanya, Notaris dalam membuat akta seharusnya lebih memperhatikan apa yang

menjadi dokumen dari dasar dibuatnya suatu akta Notaris tersebut.

......The Deed of Statement of Meeting Resolutions (hereinafter referred to as the PKR Deed) is one of the

Partij Deeds relating to a Limited Liability Company that contains the resolutions of the General Meeting of

Shareholders (hereinafter referred to as GMS) which is made privately and subsequently contained in the

form of an authentic deed. This thesis discusses a PKR Deed made by a Notary, which is based on a

fictitious Extraordinary General Meeting of Shareholders (hereinafter referred to as EGMS), in other words,

the GMS never took place. The formulation of the problem raised in this thesis is regarding the legal

consequences arising from a PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS Minutes and the Notary's

responsibility for the implementation of the PKR Deed based on the alleged fictitious EGMS. This thesis

research is a normative juridical research, namely legal research conducted by examining library materials.

The research conducted is prescriptive which intends to analyze concrete legal events in accordance with

theory and provide suggestions in overcoming a problem. Then, the conclusion of this thesis is that the PKR

Deed made based on the fictitious EGMS is still valid. However, it does not have legal force and the

Notary's responsibility for the deed is in the form of administrative responsibility, civil liability and criminal
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responsibility. Therefore, the Notary in making the deed should pay more attention to what is the document

from the basis for which a Notary deed is made.

 


